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ABSTRAK  

Dalam Skripsi ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual PP Nomor 71 tahun 2010 di Pemerintah  Kota Medan 
dengan tujuan untuk mengetahui Analisis dan tantangan Pemerintah Kota Medan 
dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk menjadi 
good governance. Bagi Pemerintah Kota Medan khususnya di bagian BPKAD 
Kota Medan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menerapkan 
akuntansi berbasis akrual. Penlitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. 
Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi, serta internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Medan sudah cukupbaik dan 
efektif. Hal ini di tandai dengan telah sesuainya penyusunan Laporan Keuangan di 
Pemerintah Kota Medan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Tantangan-tantangan 
yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual terdiri dari 
sistem akuntansi atau information technology based system, komitmen dari 
pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi dalam perubahan dan 
lingkungan/masyarakat, kelima tantangan itu  dapat diatasi berbagai kendalanya 
oleh Pemerintah Kota Medan secara efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kota 
Medan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) 
untuk mendukung dan menunjang  Penerapan SAP berbasis Akrual PP Nomor 71 
Tahun 2010.  

 

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Tantangan   
Pemerintah  
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ABSTRACT 

 In this thesis discusses the Application of Accrual-Based Government 
Accounting Syandards PP No. 71 of 2010 in the Medan City Government with the 
aim of finding out the Analysis and challenges of the Medan City Government in 
applying Accrual-Based Government Accounting Standards to become good 
governance. For the Medan City Government, especially in the BPKAD Medan 
area, it is hoped that this research can be useful in applying accrual-based 
accounting. This research uses descriptive research methods. In collecting data 
using interviews, observation, and documentation studies, as well as internet 
searching. The results of the study show that the Implementation of Accrual-Based 
SAP in Medan City Government is quite good and effective. This is marked by the 
conformity of the preparation of the financial statements in the City of Medan 
Government with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning 
Accrual-Based Government Accounting Standards. The challenges faced by the 
government in implementing accrual-based SAP consist of an accounting system 
or information technology based system, commitment from the leadership, 
availability of competent human resources, resistance in change and the 
environment / community, the five challenges can be overcome by the City 
Government of Medan effective and efficient. Currently the Medan City 
Government uses the SIMDA (Regional Management Information System) 
application to support and support SAP-based Accrual PP No. 71 of 2010 

  

 

Keywords : Accrual-Based Government Accounting Standards and Government 
Challenges 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Untuk mendapat persetujuan dalam lingkup keuangan pemerintah, pihak 

eksekutif harus menyusun anggaran dan menyampaikan kepada pihak legislatif 

serta bertanggungjawab untuk terwujudnya tata kelola yang baik (good 

governance). Sedangkan menurut Bastian (2014:8), Kementerian dalam 

organisasi sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab utama 

termasuk menyediakan laporan keuangan organisasi tersebut. 

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 

tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah bahwa setiap 

entitas pemerintah yang menggunakan dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan  Belanja 

Daerah (APBD) wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintah yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

Pemerintah organisasi sektor publik dapat berupa Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Pemerintah Daerah, Kementerian, serta Badan Layanan Umum 

(BLU) dan lainnya. Di Indonesia basis akuntansi yang berlaku meliputi basis 

kas (cash basic) dan basis akrual (accrual basic) yang mana basis kas adalah 

teknik dasar pencatatan dalam akuntansi dimana uang benar-benar diterima dan 

dikeluarkan. Secara umum dapat didefinisikan adalah peristiwa pada saat kas 

atau setara kas diterima atau di bayar yang basis kas juga mengakui bahwa
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 adanya pengaruh  transaksi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan. Sedangkan menurut KSAP (2010:30) menyatakan 

bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas  diterima  atau dibayar. 

CTA (Cash Toward Accrual) atau disebut juga sebagai akuntansi kas 

menuju akrual yang menggunakan dasar pencatatan basis akuntansi pada sektor 

publik atau pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2014.  Semua entitas 

diwajibkan menggunakan basis akrual mulai Januari 2015 sebagai dasar 

pencatatan laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 

dengan mengacu pada  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang 

maksudnya akan memberikan manfaat lebih bagi para stakeholder. Mulai awal 

Tahun 2015 Laporan Keuangan yang disajikan bertambah 3 Laporan yaitu 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo 

Anggaran Kurang/Lebih dari yang sebelumnya berjumlah 4 (empat ) Laporan 

Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan 

laporan keuangan berbasis akrual entitas Pemerintah Pusat memiliki kewajiban 

menyusun 5 (lima) Laporan Keuangan dan tidak termasuk Laporan Arus Kas 

dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih karena ini menjadi kewajiban 

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) 

(bppk.kemenkeu.go.id). 

Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Medan adalah selama 4 

tahun berturut-turut Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar 
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Dengan Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan 

Sumatera Utara yang disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya SDM yang 

kompeten dalam memahami SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 

dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan 

(www.medanbisnisdaily.com). 

                

Sumber : www.bpk.go.id, www.medanbisnisdaily.com    

         Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Medan                                                           

Penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

yang  diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah yang juga didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah. 
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Kemudian tersedianya SDM yang kompeten menjadi salah satu tantangan 

yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Oleh karena 

itu pemerintah pusat dan daerah harus fokus dalam menyusun perencanaan dan 

penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintah. Faktor lain 

yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari pimpinan dalam hal ini 

yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin 

organisasi/instansi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan 

kunci keberhasilan suatu perubahan. Lemahnya komitmen dari pimpinan 

satuan kerja yang menjadi salah satu penyebab kelemahan dalam penyusunan 

laporan keuangan di beberapa Kementrian/Lembaga. Faktor selanjutnya adalah 

sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa hardware dan software 

yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. (Dora, 2014:11) 

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas-entitas dan 

Badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam menyusun laporan 

akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga  dalam 

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan 

faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan 

oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini telah diamanatkan untuk 

menerapkan SAP berbasis akrual termasuk Pemerintahan Kota Medan  yang 

menjadi objek penelitian ini. Dengan adanya fenomena dan teori diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Standar 
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Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam  

Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang 

disajikan oleh Pemko Medan selama 4 Tahun berturut-turut mendapatkan 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK disebabkan karena 

SDM di Pemko Medan belum sepenuhnya memahami SAP berberbasis 

akrual (PP No. 71 Tahun 2010). 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan batasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 pada PSAP 01di Pemerintahan Kota 

Medan dengan dukungan data-data Laporan Keuangan tahun anggaran 

2017. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan apa 

sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam 

menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual PP 

Nomor 71 Tahun 2010? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah 

Kota Medan apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.  

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan 

SAP berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat yaitu: 

a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam ilmu 

keuangan dan sarana menambah wawasan, khususnya di bidang Standar 

Akuntansi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyajian Laporan 

Keuangan. 

b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

motivasi bagi lingkup keuangan pemerintah. 

c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini  mendorong dilakukannya 

penelitian-penelitian Akuntansi Sektor Publik selanjutnya, kemudian 

dapat memberikan gambaran serta menambah referensi.  
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Evelyn Novianti 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul “Evaluasi Penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah”.Sedangkan penelitian ini berjudul“ Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan 

Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan”.  

Terdapat  perbedaan dan persamaan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas 

yaitu Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 

Tahun 2014 dan 1  variabel terikat yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan hanya satu variabel atau tunggal yaitu Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 dalam 

Penyajian Laporan Keuangan. 

2. Jumlah observasi/sampel (n) :Penelitian terdahulu dan peneliti saat ini 

meneliti sesuai dengan kriteria. 

3. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 

2016 sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2018. 

4. Lokasi Penelitian : Penelitian terdahulu di Kabupaten Gunung Kidul 

sedangkan penelitian ini di Kota Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Standar Akuntansi Pemerintah 

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah 

Menurut Suwanda (2015:86), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP 

merupakan dasar persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Indonesia. 

Sedangkan Mahmudi (2016:29) Menyatakan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan 

keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar Akuntansi Pemerintah 

mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus 

diakui dan bagaimana cara mengukur serta melaporkannya. Terkait dengan 

standar akuntansi ini, pemerintah pada bulan Juni 2005 mengeluarkan PP 

No. 24 Tahun 2005 yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan 

daerah dalam menyajikan laporan keuangan.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi 

pemerintah adalah ketentuan yang menyatukan persepsi antara pihak 

penyusun, pengguna dan pihak auditor yang berlaku di suatu negara 

bertujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat 

maupun daerah dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan 

disetiap daerah untuk mencapai transparasi dan akuntansilitas. Beberapa 
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pernyataan diatas menyatakan SAP merupakan prinsip/pedoman akuntansi 

yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. SAP juga mengatur tentang bagaimana suatu 

transaksi yang diakui/dicatat, kapan harus transaksi diakui dan bagaimana 

mengukur dan melaporakanya. 

b. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual No. 71 Tahun 2010 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan akuntansi pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan 

transparansi yang diberlakukan untuk pemerintah pusat dan daerah. Seperti 

yang tertuang dalam Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan 

penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan 

daerah. Selanjutnya, yang tertuang pada  Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP 

dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).. 

Menurut PP RI (2005:11) menyatakan bahwa KSAP terdiri dari Komite 

Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan 

(Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas untuk memberi konsultasi 

dan/atau pendapat dalam rangka perumusan Konsep Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja 

bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun Konsep-Konsep 

Rancangan Peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri 

Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. 
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Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang 

diperlukan dalam rangka transparasi dan akuntabilitas pemerintah 

(KSAP,2006). Widjajarso (2008) menjelaskan bahwa alasan penggunaan 

basis akrual dalam laporan keuangan, antara lain: 

1) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, 

misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi 

misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan 

basis akrual sangat disarankan. 

2) Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk 

menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. 

3) Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat 

diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. 

Pelaksanaan basis akrual akuntansi sektor publik adalah untuk  

mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan 

publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. 

Pada organisasi sektor publik basis akrual dimaksudkan untuk 

mengungkapkan informasi mengenai biaya operasi dan biaya pemulihan 

(cost recovery) atas penyediaan suatu pelayanan dan sejauh mana biaya 

pelayanan tersebut dapat ditutup oleh pendapatan dalam periode tertentu. 

Pemerintah Pusat sebenarnya bisa saja langsung berpindah dari basis kas 

ke basis akrual tetapi karena adanya Peraturan Kepmendagri Nomor 29 

Tahun 2002  yang tertuang untuk mengatur Pemerintah Daerah dalam 

menggunakan basis kas modifikasian, yaitu kombinasi dasar kas dengan 

dasar akrual. Berdasarkan basis kas modifikasian, transaksi penerimaan kas 
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atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayarkan 

(basis Kas). Kemudian pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk 

menghasilkan neraca yaitu dengan cara mengakui transaksi dan kejadian 

dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas belum 

terealisir. Selain itu basis kas modifikasi juga mengukur arus kas dari 

sumber-sumber keuangan lancer dengan cara mengukur kas dan kewajiban 

kas dengan mengakui transaksi-transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir 

tahun yang secara normal diharapkan terjadi penerimaan kas serta 

pengeluaran kas pada periode waktu tertentu setelah akhir tahun. 

Pada tahun 2010, untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban 

kinerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan 

selambat-lambatnya pada tahun 2015. Perubahan yang sangat nyata dari 

SAP sebelumnya yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual 

(accual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang 

sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash 

toward accrual). Saat ini, pemerintah telah menyusun laporan keuangan 

dengan akuntansi berbasis akrual yang merupakan basis transisi sampai 

dengan akuntansi berbasis akrual sebagaiman ditetapkan dengan paket UU 

bidang Keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia. 

Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya 

Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh 
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kepada stakeholders. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dapat 

memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran yang dibiayai melalui 

kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga dapat 

memberikan keseimbangan antar generasi serta untuk mengetahui apakah 

generasi mendatang juga ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 

Laporan keuangan yang dihasilkan semata-mata untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan 

dan pelaksanaan kebijakan sumber daya. 

     2.1 Table Perbedaan antara Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual: 

No Uraian Basis Kas Menuju Akrul  Basis Akrual  

1.  Jenis 
Laporan 

a. Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) 

b. Neraca 
c. Laporan Arus Kas 

(LAK) 
d. Catatan Atas Laporan 

Keuangan  

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
b. Neraca 
c. Laporan Arus Kas 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan 
e. Laporan Operasional (LO) 
f. Laporan Perubahan Ekuitas 
g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih 
2.  Pengakuan 

Pendapatan 
Pada saat kas diterima 
pada RKUN/D (kecuali 
satker BLU). 

a. Pendapatan pada LO saat hak timbul 
dan atau adanya aliran sumber daya 
ekonomi. 

b. Pendapatan pada LRA, saat kas 
diterima di RKUN/D 

3.  Pengukuran 
Belanja 

Pada saat kas dikeluarkan 
dan RKUN/D (kecuali 
satker BLU) 

a. Beban pada LO saat kewajiban 
timbul, komsumsi aset, atau 
penurunan manfaat ekonomis/potensi 
jasa. 

b. Belanja pada LRA, saat pembayaran 
kas keluar dari RKIN/D. 

  Sumber : Simanjuntak (2010) 

“Sumber daya manusia, kedudukan, fasilitas dan infrastruktur, peraturan 

dan intensitas pelatihan administrasi dan akuntabilitas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) mempengaruhi ketepatan waktu laporan 

keuangan pemerintah daerah”(Muda dkk:2014). Ketika SAP berbasis akrual 

telah ditetapkan maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
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telah memiliki pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku 

untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan ini pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan efektif, efisien dan sesuai 

sehingga berbagai pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang 

andal dan lengkap dilaporan keuangan pemerintah. 

Menurut Simanjuntak (2010), tantangan-tantangan yang dihadapi dalam 

penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a) Sistem Akuntansi dan information technolog (IT) based system 

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, 

dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 

dilingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based 

system yang lebih rumit.. 

b) Komitmen dari pimpinan  

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan 

dari suatu perubahan. Di undangkannya tiga paket Keuangan Negara 

serta Undang-Undang Pemerintah Daerah menunjukkan keinginan yang 

kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislative untuk memperbaiki Sistem 

Keuangan Negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. 

Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk 

akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh 

Departemen atau Lembaga di Pemerintah Pusat dan Dinas/Unit 
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Pemerintah Daerah sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu ke 

pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. 

c) Tersedianya SDM yang kompeten 

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual 

memerlukan SDM yang memiliki kompetensi, khususnya di bidang 

akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemrintah 

daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang 

akuntansi pemerintahan. Termasuk didalamnya memberikan sistem 

insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya 

praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait 

dengan akuntansi pemerintahan.  

d) Resistensi terhadap perubahan 

Perubahan yang terjadi dapat membuat pihak internal yang sudah 

terbiasa dengan sistem lama akan sulit untuk mengikuti perubahan yang 

telah ditetapkan Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi 

pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi. 

e) Lingkungan/Masyarakat 

Kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung 

keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan Dengan 

dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih 

transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. 
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Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan terdiri dari : 

a) PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan 

b) PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran 

c) PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas 

d) PSAP Nomor 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan  

e) PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan  

f) PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi  

g) PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap 

h) PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam pengerjaan 

i) PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban  

j) PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 

k) PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 

l) PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional 

 

2. Laporan Keuangan  

a. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah 

Laporan Keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 

24 Tahun 2005 merupakan “Laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan”. 

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang 

telah dilakukan. Lapoan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-
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prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

(Erlina, 2008:18). 

Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada para 

stakeholders dalam membuat suatu keputusan dapat lebih berkualitas, bukan 

hanya itu laporan keuangan juga harus dilengkapi dengan pengungkapan 

yang memadai untuk informasi-informasi yang dapat mempengaruhi 

keputusan. 

Menurut Mardiasmo (2009:161-162) tujuan dan fungsi laporan 

keuangan sektor publik yaitu : 

1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship). 

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retropektif (accountability and 

retrospective reporting) 

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (Planning and authorization 

information) 

4. Kelangsungan Organisasi (viability) 

5. Hubungan Masyarakat (public relation) 

6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures) 

Kemudian tujuan laporan keuangan menurut SAP yaitu: 

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang 

merupakan salah satu bagian dari standar akuntansi pemerintahan, 

dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan 

pelaporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 

para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 
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1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan 

ekuitas pemerintah 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya 

5. Menyediakan informasi mengenai cara pelaporan mendanai aktivitasnya 

memenuhi kebutuhan kasnya 

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Dalam penyajian laporan keuangan yaitu terdapat beberapa 

komponen-komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang 

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan financial sehingga 

seluruh komponen menjadi sebagai berikut (pernyataan No. 1 PP No. 

71/2010 Paragraph 14) : 

1. Laporan realisasi anggaran 

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran 

adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah 

pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
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penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. 

Berikut ini contoh format dari laporan realisasi anggaran yang 

tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 : 

2.2 Tabel Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran 
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2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan perubahan saldo 

anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif 

dengan periode sebelumnya dan dengan pos-pos berikut ini : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih  

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan  

e. Lain-lain  

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Berikut ini contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran yang 

telah tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 

2.3 Tabel Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
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3. Neraca 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Neraca adalah laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.  

Berikut ini Contoh format Neraca yang tertuang dalam PP No. 

71 Tahun 2010:  

2.4 Contoh Format Neraca 
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4. Laporan Operasional  

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Operasional adalah 

laporan keuangan yang menyajikan pos-pos seperti Pendapatan-LO, 

beban, transfer, pos luar biasa dan surplus/deficit sebagai berikut : 

Berikut ini contoh format laporan operasional yang tertuang dalam 

PP No. 71 Tahun 2010 : 

2.5 Tabel Contoh Format Laporan Operasional 

 
Sumber : PP No. 71 Tahun 

2010 
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5. Laporan Arus Kas 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Arus Kas adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo 

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar 

kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris.  

Berikut ini contoh format laporan arus kas yang tertuang dalam 

PP No. 71 Tahun 2010 : 

Tabel Format Laporan Arus Kas 
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Sumber : PP No. 71 Tahun 2010 
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6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas 

menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuita awal, surplus/deficit-

LO, koreksi kesalahan serta ekuitas akhir. 

Berikut ini conntoh format laporan perubahan ekuitas yang 

tertuang dalam PP No 71 Tahun 2010 : 

2.6 Tabel Format Laporan Perubahan Ekuitas 

 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan 

Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai berikut : 

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi  

b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro  

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010 
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c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 

target 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkannya 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 

lembar muka laporan keuangan 

f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi 

pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan. 

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 

 

Komponen-komponen diatas disajikan dalam entitas pelaporan dimana 

entitas pelaporan merupakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) sebagai accounting entity yang bertanggungjawab dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Paragraph 25 dalam Kerangka Konseptual 

akuntansi pemerintaha, laporan keuangan yang disusun oleh entitas 

pelaporan sebagai alat untuk kepentingan : 

1. Akuntabilitas  

2. Manajemen  

3. Transparasi  
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4. Keseimbangan antargenerasi 

5. Evaluasi kinerja  

  

b. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Dadang, dan Hendrik (2015:52-53) menyatakan bahwa Prinsip 

akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang 

dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar 

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam 

memahami laporan keuangan yang disajikan. 

Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 

2010 yaitu: 

1. Basis Akuntansi 

2. Nilai Historis  

3. Realisasi (realization) 

4. Subtansi Mengungguli Bentuk Formal ( substance over form)  

5. Periodisitas (periodicity) 

6. Konsistensi (consistency) 

7. Pengungkapan Lengkap ( full disclosure) 

8. Penyajian Wajar (fair presentation) 
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c. Kualitas Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan adalah proses akhir dari semua bukti asli 

transaksi yang disingkat secara efektif dan efisien untuk tercapainya 

pemerintah yang baik (good government). Untuk memberikan informasi 

tentang posisi modal, harta dan hutang yang terjadi dalam suatu Perusahaan 

atau Instansi Pemerintahan serta laba ruginya maka dari itu sudah menjadi 

kewajiban disusunnya laporan keuangan. “Kualitas laporan keuangan adalah 

ukuran-ukuran normative yang diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya” Pernyataan ini dijelaskan dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah. Ada beberapa Karakteristik Kualitatif 

Laporan Keuangan yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan 

agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki seperti yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu : 

1) Relevan  

Laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan 

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. 

Informasi yang relevan tersebut ialah : 

2) Andal  

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material tetapi jika hakikat atau 
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penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  

3) Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

4) Dapat dipahami  

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.  

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan utama dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemrintah di Indonesia yang telah 

mempunyai kekuatan hukum. Antara penerapan standar akuntansi pemerintah 

yang penyusunan dan penyajian laporannya sesuai dengan pernyataan dalam 

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang 

juga menjelaskan bahwa “SAP adalah prinsip-prinsip atau pedoman akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah” yang kaitannya sangat erat dengan kualitas laporan keuangan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Didalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu 

yang telah dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi secara ringkas 

penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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2.8 Tabel Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

Peneliti/Tahun  

Judul  Variable 

X 

Variabel Y Model 

Analisis  

Hasil  Peneliti 

1.  Yunita Kurnia 

Shanti (2018) 

Analisis 

Penerapan Basis 

Akrual Atas 

Standar Akuntansi 

Pemerintah No. 

71 dan 

Dampaknya Pada 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan (Studi 

Kasus Pada 

Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Kecamatan 

Ciputat Timur) 

Penerapa

n Basis 

Akrual 

Atas 

Standar 

Akuntans

i 

Pemerint

ah No. 71 

Dampaknya 

Pada 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan  

Deskriptif 

Kualitatif  

Penerapan basis 

akrual pada penyajian 

kelima laporan 

keuangan telah sesuai 

dengan SAP 71Tahun 

2010 dampaknya yang 

ditimbulkan dengan 

adanya sistem 

akuntansi berbasism 

(SIMRAL) bahwa 

penyusunan laporan 

keuangan lebih 

mudah, cepat, dan 

terintegrasi. 

2. Friska Langelo, 

D.P.E Saerang, 

S.W.Aleca 

(2015) 

Analisis 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Berbasis Akrual 

Dalam Penyajian 

Laporan 

Keuangan Pada 

Pemerintah Kota 

Bitung 

Penerapa

n Standar 

Akuntans

i 

Pemerint

ahan 

Berbasis 

Akrual 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Deskriptif  Pemerintah Kota 

Bitung belum 

menerapkan PP No. 

71 Tahun 2010 tetapi 

telah sesuai dengan 

PP NO. 24 Tahun 

2005 yaitu 

menggunakan basis 

kas menuju akrual, 

dan juga terdapat 

perangkat pendukung 

yang belum teruji.   

3. Amelia Tirta 

Yuningsih 

(2018) 

Evaluasi 

Penerapan PP No. 

71 Tahun 2010  

tentang SAP 

Berbasis Akrual 

Evaluasi 

Penerapa

n PP No. 

71 Tahun 

2010 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Politeknik 

Kesehatan 

Kualitatif Menunjukkan bahwa 

penerapan SAP di 

Politekkes Makassar 

sudah cukup efektif. 

Hal tersebut ditandai 
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Dalam Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Politeknik 

Kesehatan 

Makassar 

tentang 

Berbasis 

Akrual  

Makassar dengan penyusunan 

laporan keuangan 

yang telah sesuai 

dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010. 

4. Evelyn Novianti 

(2016) 

Evaluasi 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gunung Kidul 

Tahun 2014 

Berdasarkan 

Peraturan 

Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 

Tentang Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Penyajian 

Laporan 

Keuanga

n 

Pemerint

ah 

Kabupate

n 

Gunung 

Kidul 

Tahun 

2014 

Berdasarkan 

Peraturan 

Pemerintah 

No. 71 Tahun 

2010 Tentang 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah  

Deskriptif 

Komparatif 

Menunjukkan bahwa 

laporan keuangan 

pemerintah 

Kabupaten Gunung 

Kidul belum 

sepenuhnya 

menerapkan standar 

penyusunan laporan 

keuangan yang telah 

diatur pada PP 71 

Tahun 2010 . 

5. EP. Mentu, J.J 

Sondakh (2016) 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan Daerah 

Sesuai Peraturan 

Pemerintah No. 

71 Tahun 2010 

Tentang Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Daerah dan Dinas 

Sosial Prov. Sulut  

Penyajian 

Laporan 

Keuanga

n  

Sesuai 

Peraturan 

Pemerintah 

No. 71 Tahun 

2010 tentang 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah  

Deskriptif  Menunjukkan 

penyajian laporan 

keuangan pada Dnas 

Pendapatan Daerah 

dan Dinas Sosial 

Provinsi Sulawesi 

Utara Tahun 

Anggaran 2014 dan 

2015 belum sesuai 

dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 

Tahun 2010 
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C. Kerangka Konseptual  

Penyajian laporan keuangan merupakan proses akhir dari semua bukti 

asli transaksi yang disingkat secara efektif dan efisien untuk mencapai 

pemerintahan yang baik (good government) sebagaimana telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi suatu kewajiban 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama.  

Menurut Hariadi, dkk, (2010:115)Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. 

Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan SAP 

untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.  

Dari landasan teori singkat tersebut dapat digambarkan kerangka 

konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Pemerintah Kota Medan 

 

BPKAD (Badan Pengelolaan 
Keuangan & Aset Daerah) 
Pemerintah Kota Medan 

 

Penerapan Berbasis Akrual PP 
NO. 71 Tahun 2010 

Tantangan 

 

Sistem Akuntansi 
dan Information 
Technology (IT) 

based system 

 

Komitmen dari 
pimpinan  

 

Tersedianya 
SDM yang 
Kompeten 

 

Resistensi 
Terhadap 
Perubahan  

 

Lingkungan/Masy
arakat  

Penyajian Laporan 
Keuangan (PSAP 
01) 

evaluasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain 

(Sugiyono,2012:13). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan Jl. Kapten 

Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera 

Utara 20112.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2018 sampai 

dengan bulan April 2019 , adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian 

No Kegiatan Agustus s/d 
November  
2018 

Desember 
2018 

Januari 2019 Februari 
2019 

Maret  
2019  

April 
2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Pengesahan 

Judul 
                        

2. Persiapan 
Proposal  

                        

3. Pengajuan 
Proposal 

                        

4. Persetujuan 
Proposal  

                        

5. Seminar 
Proposal 

                        

6.  Penyusunan 
Skripsi 

                        

7.  Persetujuan 
Skripsi 

                        

8.  Sidang Meja 
Hijau 
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C. Subjek Penelitian  

Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian. Didalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah 

kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

yang mana data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam 

bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu 

gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya 

Pemerintah Kota Medan, visi dan misi, struktur organisasi, tantangan-

tantangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dan penyajian laporan 

keuangan di Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PSAP 01.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder, data primer dalam 

penelitian ini yaitu kepala bagian pembukuan akuntansi serta staf-staf yang 

ada di BPKAD Kota Medan dan data sekundernya adalah Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Medan. 

E. Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

Penelitian memiliki satu variable/tunggal yaitu Penerapan Standar 

Akuntansi Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan 

Keuangan di Pemerintahan Kota Medan. 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Standar Akuntansi 
Pemerintah 
Berbasis Akrual 
No. 71 Tahun 2010 
dalam Penyajian 
Laporan Keuangan  

Prinsip-prinsip akuntansi yang 
wajib diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan 
keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber (Suwanda, 2015:86) 

1. Sistem Akuntansi dan 
Information Tecnology 
(IT) based system. 

2. Komitmen dari pimpinan  
3. Tersedianya SDM yang 

kompeten. 
4. Resistensi terhadap 

perubahan  
5. Lingkungan/masyarakat. 
 
 
Sumber(simanjuntak, 2010) 

Sumber : peneliti (2018) 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa Observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

memperoleh fakta mengenai dunia nyaa yang diperoleh melalui 

pengamatan. 

 

2.  Wawancara  

Menurut Sugiyono (2014:231), Wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.  

3. Dokumentasi  

Menurut Shanti, yunita kurnia (2018) Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang diperlukan berupa dokumen-dokumen yang 
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berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan 

peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.   

G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Dimana data dari Pemerintahan Kota Medan Pada BPKAD (Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) dianalisis dengan menggunakan 

kalimat sebagai dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data. 

Langkah-langkah teknik analisis data didalam penelitian ini adalah : 

1. Melakukan identifikasi terhadap LKPD Kota Medan terkait penerapan 

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010. 

2. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan. 

3. Menganalisis kesesuaian data yang didapat dengan PP No. 71 Tahun 2010:  

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  

c) Laporan Neraca 

d) Laporan Operasional (LO) 

e) Laporan Arus Kas 

f) Laporan Perubahan Ekuitas  

g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

4. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam 

menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum Objek Penelitian 

a. Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Medan  

Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah 

Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan 

negara, dimana reformasi ini dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan 

penggantian peraturan perundang-undangan keuangan yang masih mengacu 

pada peninggalan pemerintah kolonial. Hal ini dikaitkan dengan besarnya 

belanja negara sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang 

memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu 

melalui satuan kerja pengawasan dan secara eksternal yaitu keterlibatan 

masyarakat dan pengelolaan keuangan negara, maka untuk itulah diperlukan 

pertanggungjawaban pemerintahan secara transparan atas penggunaan pajak 

yang bersumber dari masyarakat. Sebagai pendukung penerapan 

pelaksanaan good governance maka dapat dilakukan dengan cara : 

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum 

2. Penataan Kelembagaan 

3. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara 
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4. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan 

b. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan 

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Medan 2011/2015 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah 

Kota Medan yang Profesional, Berwawasan Manajemen Pengelolaan 

Keuangan yang sistematis, efektif dan efisien”.  

Sedangkan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan transparasi, efisiensi dan efektvitas pengelolaan keuangan 

daerah kota medan  

2. Meningkatkan sistem pengelola keuangan daerah melalui teknologi yang 

lebih baik  

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat 

daerah kota medan  
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c. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.bpkd.pemkomedan.go.id 

GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan 

              

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola 

tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan 

kedudukan wewenang dan tanggung jawab dalam system kerjasama untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut ini deskripsi tugas 

BPKAD Kota Medan : 

 

 

KEPALA BPKAD  

BIDANG AKUNTANSI 
DAN PELAPORAN 

1. SUB BAGIAN 
UMUM  

2. SUB BAGIAN 
KEUANGAN  

3.  SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN  

SEKERTARIS BPKAD  

BIDANG ANGGARAN  BIDANG 
PERBENDAHARAAN  

1. SUB BIDANG 
PENDAPATAN 

2. SUB BIDANG BELANJA 
3. SUB BIDANG BELANJA 

TIDAK LANGSUNG 

1. SUB BIDANG 
BELANJA   

2. SUB BIDANG GAJI 
3. SUB BIDANG 

VERIFIKASI DAN 
KAS  

1. SUB BIDANG 
AKUNTANSI 

2. SUB BIDANG 
PELAPORAN  
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1. Kepala BPKAD  

Tugas Kepala BPKAD adalah sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah  

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah 

dibidang pengelolaan keuangan daerah . 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang pengelolaan keuangan. 

2. Sekretariat 

Tugas sekertariat adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariatan  

b. Pengkoordinasi penyusunan prencanaan program Badan Pengelola 

Keuangan Aset Daerah  

c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kesekretariatan BPKAD yang meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKAD, dll. 

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya : 

a. Sub Bagian Umum 

Tugas Sub bagian umum adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum  

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi 

umum 

3. Pengelolaan hubungan masyarakat, dll. 
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b. Sub Bagian Keuangan  

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam 

melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup 

pengelolaan administrasi keuangan. 

c. Sub Bagian Penyusunan Program  

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

sekretaris. 

3. Bidang Perbendaharaan  

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk 

melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah dalam lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.  

Bidang perbendaharaan membawahi beberapa sub bagian, yaitu: 

1) Sub Bidang Gaji  

Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam melaksanakan 

sebagian tugas bidang perbendaharan dalam lingkup gaji. 

2) Sub Bidang Belanja 

Sub Bidang Belanja dipimpin oleh kepala sub bidang yang 

berada dibwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas  

 Sub Bidang Verifikasi dan Kas memiliki tugas pokok dalam 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan. 
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4. Bidang Anggaran  

Bidang anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan 

sebagian tugas BPKAD dalam lingkup pendapatan, belanja tidak 

langsung dan belanja langsung. 

Bidang anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu : 

1) Sub Bidang Pendapatan  

Sub bidang pendapatan meiliki tugas pokok dalam 

melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup 

pendapatan dan pembiayaan.  

2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung 

Sub bidang belanja tidak langsung memiliki tugas pokok 

dalam melaksanakan sebagaian tugas bidang anggaran dalam 

lingkup belanja tidak langsung. 

3) Sub Bidang Belanja Lngsung  

Sub bidang belanja langsung memiliki tugas pokok dalam 

melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup 

belanja langsung. 

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan  

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin olehkepala su bidang 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. 

Bidang akuntansi dan pelaporan memiliki tugas pokok dalam 

melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam lingkup akuntansi dan 

pelaporan. 
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2. Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010 

Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 PP No. 71 Tahun 2010 

menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan 

secara bertahap. Kemudian keputusan penghapusan SAP berbasis kas 

menuju akrual yang telah berganti pada Penerapan SAP berbasis akrual 

secara penuh mulai tahun 2015 yang sesuai dengna munculnya PP No. 71 

Tahun 2010. 

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana 

penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan, apa sudah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual?. Hal tersebut telah di paparkan oleh 

Kepala Bagian Pembukuan Pemko Medan : 

“Laporan Keuangan kami sudah berbasis akrual sejak tahun 2015.” 

(Wawancara Tanggal 14 Februari 2019) 
 

Dari hasil pemaparan informan di atas serta dokumen laporan 

keuangan Pemerintah Kota Medan yang di dapatkan oleh peneliti, basis 

akuntansi yang digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan 

yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PSAP 01 

paragraph 14.  

Setiap entitas daerah memiliki siklus akuntansi, berikut ini dapat 

dilihat siklus akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi laporan 

keuangan : 
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                    Sumber : pusdikmin.com 

Gambar 4.2 Gambar Siklus Akuntansi 

a. Proses pengumpulan data (dokumen sumber) 

Dokumen sumber merupakan dasar yang digunakan untuk 

melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data) serta dokumen 

yang berisi tentang informasi transaksi keuangan. Dokumen Sumber 

pengakuan Pendapatan-LO terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda 

Setoran, dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank sedangkan Dokumen 

Sumber pengakuan Beban terdiri dari Surat Tagihan dan Berita Acara 

Serah Terima Barang lalu Dokumen Sumber Pengakuan Pendapatan-

LRA terdiri dari Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli 

Daerah dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank untuk Pendapatan Dana 

Perimbangan kemudian Dokumen Sumber pengakuan Belanja yang 
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terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk 

Belanja Pegawai Barang dan Jasa, dan Belanja Modal selanjutnya 

Dokumen Sumber untuk transaksi lainnya yang terdiri dari Rekapitulasi 

Gaji untuk potongan PFK, STS PFK, Rekapitulasi penyusutan asset 

tetap, Rekapitulasi penyisihan piutang, Bukti Memorial penyesuaian 

akhir tahun, dan SK penghapusan asset tetap. Pernyataan diatas 

menjabarkan tentang siklus pertama dalam pembuatan laporan keuangan 

di Pemerintah Kota Medan. 

b. Pencatatan Transaksi 

Proses pencatatan transaksi adalah proses dimana dokumen sumber 

dijadikan sebagai pedoman dalam mencatat di buku jurnal. Buku jurnal 

yang di selenggarakan yaitu Buku Jurnal Transaksi, Buku Jurnal 

Penyesuaian dan Buku Jurnal Penutup 

c. Pengklasifikasian  

Pengklasifikasian adalah proses dimana seluruh transaksi di buku 

jurnal di posting ke buku besar dan buku pembantu di subsistem masing-

masing. 

d. Pengikhtisaran  

Pengikhtisaran adalah proses dimana penyusunan kertas kerja 

mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup serta neraca 

saldo setelah penutupan. 

e.  Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan di susun pada akhir tahun anggaran maupun 

pada periode-periode tertentu.  
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Berikut ini terlihat secara terperinci di gambar ke 2 yaitu proses 

akuntansi keuangan daerah : 

 

` Sumber : keuda.kemendagri.go.id 

4.3 Gambar Proses Akuntansi Pokok 

Gambar diatas menunjukkan bagaimana cara pembuatan laporan 

keuangan di setiap daerah seperti di Pemerintah Kota Medan agar laporan 

yang dihasilkan menjadi transparan dan akuntabel serta di pahami oleh 

pengguna laporan keuangan dan masyarakat.  

Adanya siklus akuntansi yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota 

Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010, 
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berikut ini contoh transaksi dan penjurnalan berbasis akrual di Pemerintahan 

Kota Medan:  

13 Jan 2017 menerbitkan SKP yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota 

Medan memiliki pendapatan pajak hotel sebagai berikut: 

a. Pajak Hotel J.W Marriot Rp. 120.000.000 

b. Pajak Hotel Sartika Rp. 50.000.000 

16 Jan 2017 Bendahara Penerimaan Pemko Medan menerima uang dari 

Hotel Aryaduta Medan dan menyetorkan uang pajak hotel tersebut ke 

Rekening Kas Daerah pada hari yang sama sebesar Rp. 30.000.000. 

24 Jan 2017 Pemerintah Kota Medan mengeluarkan uang untuk : 

a. Membeli makan untuk rapat Rp. 1.500.000 

b. Membayar biaya pemeliharaan peralatan dengan menggunakan uang 

persediaan sebesar Rp. 6.000.000 

TGL AKUN DEBIT 
(RP) 

KREDIT 
(RP) 

13 JAN 

2017 

Kas di Bendahara Pengeluaran  

170.000.000 

- 

Piutang Pajak Hotel  

Pendapatan Pajak Hotel-LO - 170.000.000 

16 JAN 

2017 

Kas di Bendahara Penerimaan  30.000.000 - 

Piutang Pajak Hotel  - 30.000.000 

RK PPKD 30.000.000 - 

Kas di bendahara penerimaan - 30.000.000 
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24 Jan 2017 Beban Konsumsi Makanan  1.500.000 - 

Beban Pemeliharaan 

Kendaraan  

6.000.000 - 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

- 7.500.000 

 

Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

pemantauan pengendalian intern menjadi salah satu yang harus dilakukan 

dan dilaksaankan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan Instansi harus 

memperhatikan dengan serius terhadap kegiatan pemantauan atasa 

perkembangan misi organisasi dan pengendalian intern. Pengendalian yang 

di pantau dengan baik tentuya akan memberikan pengaruh yang sangat baik 

dalam jangka waktu tertentu. 

Ketika menerapkan SAP berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010 

setiap Pimpinan instansi Pemerintah bertanggungjawab baik dari segi 

praktik detail, prosedur, serta mengembangkan kebijakan untuk memastikan 

bahwa unsur yang telah menyatu dan menjadi bagian integral pemerintah 

serta untuk menyesuaikan kegiatan Instansi pemerintah. Hal serupa telah 

diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagaimana yang dipaparkan oleh 

Kepala Bagian Pembukuan sebagai berikut : 

“Ya kita selalu melakukan pemantauan setiap bulan, triwulan, dan 
persemester dengan cara pendampingan dan rekonsiliasi.” 

(Wawancara 14 Februari 2019) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penerapan SAP  berbasis akrual  untuk menunjang dan memperkuat 

efektifitasnya, Pemerintah Kota Medan harus melakukan beberapa 

pengendalian intern dengan cara pemantauan yang berfungsi untuk 

melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kota Medan 

untuk penilaian independennya, terutama dalam penerapan PP Nomor 71 

Tahun 2010. 

3. Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 

Perlunya upaya dan kerja sama dari berbagai pihak yang membuat 

keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan dengan menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.  

Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan dijawab mengenai  

kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual ini di Pemerintah Kota Medan yaitu  : 

a. Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System 

Sistem akuntansi adalah sistem yang diperlukan oleh pihak 

pemerintahan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko. 

Kompleksitas implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual yang 

membuat sistem Information Technology (IT) based system menjadi 

lebih rumit.  

Dalam penerapan system akuntansi pemerintah berbasis akrual, 

berpengaruh dengan perubahan system akuntansi berbasis kas dengan 

berbasis akrual, berikut ini pemaparan Dalam penerapan Sistem 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, sangat berpengaruh dengan 
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perubahan sistem akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual, berikut 

pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan 

Pemerintah Kota Medan: 

“Masalah sistem informasinya sampai saat ini Pemko Medan masih 

memakai aplikasi SIMDA dalam pengelolaan data keuangannya 
serta sistem penggajiannya. Jadi untuk saat ini ya apapun yang 
kendala ataupun terkait dengan sistem ya kita selalu komunikasi 
dengan BPKP, jadi kendala-kendala disini tidak terlalu besar hanya 
beberapa item saja dan tidak terlalu rumit juga untuk dipahami oleh 
SDM nya walau ada beberapa SDM juga yang kurang memahami 
sistem informasi akuntansi ini .”(Wawancara 14 februari 2019) 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual tidak menjadi 

kendala yang terlalu rumit bagi Pemerintah Kota Medan karena mereka 

selalu berkomunikasi dengan BPKP untuk mengurangi kendala-kendala 

yang ada sehingga SDM di Pemerintah Kota Medan dapat dengan mudah 

memahami sistem akuntansi berbasis akrual dan dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. Kemudian aplikasi yang digunakan oleh 

BPKAD Kota Medan adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen 

Daerah) yang berguna mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan 

daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju 

terwujudnya good governance. 

 laporan keuangan dibuat oleh pemerintah daerah  sebagai entitas 

pelaporan seperti yang tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 60 

adalah: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)  
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3) Laporan Operasional (LO) 

4) Neraca 

5) Laporan Arus Kas (LAK) 

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 

Secara manual atau menggunakan aplikasi komputer proses 

pembukuan tetap sama yaitu di mulai dari pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan disajikan 

menggunakan Program Aplikasi SIMDA, namun terdapat proses 

dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh fungsi pembukuan 

atau akuntansi agar laporan keuangan tersaji secara akurat dengan 

menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Fungsi 

pembukuan pada SKPD yaitu : 

1) Pencatatan transaksi jurnal/jurnal akrual 

2) Pencatatan transaksi penyesuaian pendapatan 

3) Input saldo awal  

4) Posting data dan 

5) Ekspor impor saldo awal dan posting jurnal 

6) Laporan keuangan 
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Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang 

digunakan BPKAD Kota Medan dalam pengelolaan data 

keuangannya: 

 

Sumber : bpkp.go.id 

   Gambar 4.4 Contoh Aplikasi SIMDA BPKAD 

b. Komitmen dari Pimpinan 

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan 

dari suatu perubahan terutama perubahan Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual. 

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari 

pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari Kepala 

Bidang Pembukuan Pemerintah Kota Medan: 

“Kita disini komit ya untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual 

ini, kalau dukungan dari atasan kita sering melakukan komunikasi 
dengan Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri untuk 
melakukan pembelajaran kesana, jadi kia sering melakukan 
pengiriman beberapa staf atau pejabat khususnya dibidang 
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akuntansi untuk pembelajaran kesana.”(Wawancara 14 Februari 

2019) 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

yang dilakukan oleh Pimpinan di Pemerintahan Kota Medan sangat 

efektif dan efisien sehingga dapat terlaksananya Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual secara penuh. 

c. Tersedianya SDM yang Kompeten  

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat 

memerlukan SDM yang memiliki kompetensi khususnya dibidang 

akuntansi pemerintahan agar dapat terwujudnya Standar akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual.  

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual SDM yang Kompeten 

sangat berpengaruh dapat terlaksananya penerapan tersebut, berikut ini 

pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan : 

“Kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko Medan saya katakana 

nilainya 8 dari 10, sudah cukup baik lah tingkat pemahaman SDM 
disini. Terakhir tahun sebelum pemberlakuan penyusunan laporan 
keuangan di Pemko Medan kita sudah melakukan BIMTEK ya 
untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKPD itu disini dinamakan untuk 
Kasubag Keuangan atau Penatausaha Keuangannya, kita buat 
Kasub Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sudah kita lakukan 
pelatihan sih, cuman berapa tahun ini kita tidak melakukan 
BIMTEK ya, hanya kita sifatnya melakukan pendampingan bukan 
BIMTEK atau Diklat. Karena setiap SKPD melakukan 
pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.” (Wawancara 

14 Februari 2019) 
 

 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pemahaman SDM mengenai SAP berbasis akrual, khususnya dibagian 

keuangan dan perbendaharaan penerimaan dan pengeluaran di 

Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik dan dengan hal itu penerapan 
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basis akrual dapat terlaksana dengan baik dikarenakan Pemerintah Kota 

Medan telah melakukan pelatihan kepada SDM dengan cara 

pendampingan untuk meningkatkan pemahaman SDM dalam menyusun 

laporan keuangan. 

d. Resistensi Terhadap Perubahan 

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang 

sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti 

perubahan yang baru, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntansi 

pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi. 

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual perlunya kebijakan–

kebijakan akuntansi diterapkan agar tercapainya hal tersebut, berikut ini 

pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan di 

Pemerintah Kota Medan : 

“Kebijakan akuntansinya telah kami sesuaikan dengan peraturan 

yang mengatur tentang Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual 
dan telah kami sesuaikan dengan kebijakan akuntansi kami disini, 
Terakhir diubah Perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan perubahan kedua 
atas Perwali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014.” (Wawancara 14 

Februari 2019) 
 
Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang 

telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, sebagaimana 

perubahan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 
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Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Medan. 

e. Lingkungan/Masyarakat  

Masyarakat adalah poin utama untuk mendukung keberhasilan dari 

penerapan standar akuntansi pemerintah dengan adanya dukungan yang 

positif dari masyarakat membuat Pemerintah untuk lebih transparan dan 

akuntabel dalam melaksanakan kebijakannya. 

Dalam menerapkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

lingkungan/masyarakat sangat berpengaruh penting, berikut ini paparan 

yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan : 

“Ya tentu dukungan dari masyarakat sangat penting bagi kami, 

karena dapat meningkatkan efektifitas kinerja kami disini untuk 
membuat laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.” 

(Wawancara 14 Februari 2019) 
  

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya untuk 

membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dari dorongan 

positif masyarakat dan bukan hanya itu masyarakat dapat membantu 

Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Standar Akutansi 

Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010. 
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4. Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 01 Pemerintah Kota Medan 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Pedoman yang di pakai untuk menganalisis Laporan Realisasi 

Anggaran di Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan terdapat 5 paragraf di PSAP 01 yang 

mengatur mengenai laporan realisasi anggaran yaitu paragraf 35, paragraf 

36, paragraf 37, paragraf 38, dan paragraf 39 serta sebanyak 39 paragraf. 

Dari hasil analisis laporan realisasi anggaran di Pemerintahan Kota 

Medan terdapat 5 paragraf yang sesuai dengan penyajian laporan 

keuangan di PP No. 71 Tahun 2010.  

4.1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan 
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b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Pedoman dalam analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih ini 

adalah PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Di paragraf  41 

dan paragraf 42 dalam PSAP 01 yang mengatur tentang penyajian 

laporan saldo anggaran lebih. Setelah di analisis laporan perubahan saldo 

anggaran lebih Pemko Medan ternyata telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 baik di paragraf 41 

dan 42. 
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4.2 Tabel Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota 

Medan 

 

c. Neraca 

Pedoman yang di gunakan dalam penyajian neraca adalah PSAP 01 

yang mengatur tentang neraca dalam 46 paragraf tetapi penulis hanya 

mengambil 29 paragraf saja untuk menganalisis penyajian neraca, karena 

ketentuan-ketentuan pokok neraca tersebut termuat dalam paragraf-

paragraf tersebut. Paragraf-paragraf tersebut yaitu paragraf 44, paragraf 

48, paragraf 49, paragraf 51, paragraf 52, paragraf 55, paragraf 56, 
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paragraf 58, paragraf 59, paragraf 60, paragraf 61, paragraf 62, paragraf 

63, paragraf 65, paragraf 66, paragraf 67, paragraf 69, paragraf 70, 

paragraf 71, paragraf 72, paragraf 75, paragraf 76, paragraf 77, paragraf 

78, paragraf 79, paragraf 80, paragraf 81, paragraf 82, dan paragraf 84. 

Dari hasil analisis neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 paragraf 

yang dianalisis penulis ternyata neraca Pemerintah Kota Medan telah 

sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pemerintah Kota 

Medan sangat fokus dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis 

Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan sehingga laporan neraca 

tahun anggaran 2017 dapat  tersesuaikan dengan efektif dan efisien. 

Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti 

seringnya mengadakan pelatihan dengan cara pendampingan bagi para 

pejabat dan staf sehingga dapat tercapainya penerapan basis akrual secara 

penuh di Pemerintah Kota Medan di tahun anggaran 2017, serta aplikasi 

SIMDA yang tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi SDM di 

Pemerintah Kota Medan dikarena para SDM nya memiliki tingkat 

kompeten yang baik dan dapat di katakan nilainya 8. 
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4.3 Tabel Neraca Pemerintah Kota Medan 
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d. Laporan Operasional 

Acuan dalam menganalisis laporan operasional Pemerintah Kota 

Medan yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAP 01 

sebanyak 8 paragraf diantaranya paragraf 92, paragraf 93, paragraf 94, 

paragraf 95, paragaraf 96, dan paragraf 97. Terdapat 7 paragraf yang 

sesuai dengan laporan operasional Pemerintah Kota Medan, walaupun di 

paragraf 94 pada PSAP 01 tidak sesuai susunan pos-pos dan deskripsi 

yang digunakan berbeda dengan laporan operasional Pemerintah Kota 

Medan, seperti yang dijelaskan pada paragraf ke 94 yaitu penambahan 

pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta 

susunan pos-pos dapat di ubah apabila diperlukan untuk menjelaskan 

operasi yang dimaksud.  
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4.4  Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan 
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e.  Laporan Arus Kas 

 Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas Pemerintah Kota 

Medan  adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri 

dari 2  paragraf yaitu paragraf 89 dan paragraf 90. Dari hasil analisis 

laporan arus kas di Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan pedoman 

di PSAP 01 PP  No. 71 Tahun 2010. Berikut tabel Laporan Arus Kas di 

Pemerintah Kota Medan : 

4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan 
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f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menganalisis laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Medan 

berpedoman pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dengan 2 

paragraf yaitu paragraf 101 dan paragraf 102  yang menjelaskan bahwa 

laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

seperti ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, 

koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang 

berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan 

kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir dan entitas pelaporan yang 

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam laporan 

perubahan ekuitas. Hasil analisis pada laporan perubahan ekuitas 

Pemerintah Kota Medan, paragraf 101 dan paragraf 102 ternyata sama 

dengan laporan ekuitas Pemerintah Kota Medan. 

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan 

 



67 
 

 
 

B. Pembahasan  

Untuk mendukung penyelenggaran otonomi daerah perlu 

diselenggarakannya pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab 

sesuai aturan yang berlaku untuk tercapainya good governance. 

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah 

Kota Medan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 sejak tahun 2015 hal 

ini dapat dilihat dari indikator dalam teori Simanjuntak (2010) tentang 

tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan  

SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu sistem 

akuntansi, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, 

resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatasi dengan 

efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan. 

Selain itu dari teori suwanda (2015:86) yang menyatakan bahwa Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah berbasis akrual. Teori ini di jadikan sebagai acuan dalam 

menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di 

Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2017. 

Terdapat alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan dikarenakan 

masih kurangnya SDM yang memahami dan fasilitas yang disediakan masih 

kurang memadai di setiap daerah padahal aturan ini sudah berjalan selama 4 

tahun lamanya sejak Tahun 2015 oleh karena itu pemerintah daerah dan satuan 

perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai 
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pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan 

sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.  

Di sisi lain ada beberapa peneliti yang meneliti di daerah tertentu di 

Nusantara  yang dilakukan oleh Yunita Kurnia Shanti (2018) yang hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan Basis Akrual pada penyajian 

kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP di SKPD Ciputat Timur, 

Friska Langelo, D.P.E Saerang, S.W.Aleca (2015) yang hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa belum di terapkannya PP No. 71 Tahun 2010 di 

Pemerintah Kota Bitung dikarenakan kendala dalam kesiapan berupa SDM, 

serta perangkat pendukung yang belum teruji, Amelia TIrta Yuningsih (2018) 

yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa di Poltekkes Makssar telah 

menerapkan SAP berbasis akrual dengan efektif baik dari sistem akuntansi 

maupun penyusunan laporan keuangannya. Evelyn Novianti (2016) yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten 

Gunung Kidul belum sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual baik sistem 

akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya, dan E.P. Mentu, J.J 

Sondakh (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan penyajian laporan 

keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi 

Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 

2010. 

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak 

sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 , ini jelas artinya banyak kendala yang 
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dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratasi dengan baik 

sehingga penerapan PP No. 71 Tahun 2010 yang diharapkan sesuai sejak tahun 

2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan belum dapat diterapkan 

secara efektf dan efisien. Berbeda dengan peneliti (2019) yang menyatakan 

bahwa hasil penelitian baik dari segi laporan keuangan telah sesuai dengan PP 

No. 71 Tahun 2010  dan untuk kendala seperti sistem akuntansi ,  resistensi, 

serta lingkungan dan masyarakat telah diatasi dengan baik oleh Pemerintah 

Kota Medan khususnya di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD). 



70 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk 

pemerintah pusat maupun daerah untuk tercapainya pemerintah yang 

transparan dan akuntabel yaitu tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010. Selain itu 

ada beberapa kesimpulan yang penulis simpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Medan telah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari 

7 laporan keuangan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tantangan 

pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti Sistem 

Akuntansi & Information Techology (IT) based system, komitmen dari 

pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, 

dan lingkungan/masyarakat dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Medan serta 

tidak terciptanya kendala-kendala yang rumit seperti sistem akuntansi yang 

dapat mudah dipahami oleh para SDM di Pemko Medan, serta adanya 

pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Medan seperti melakukan 

pendampingan agar meningkatkan efektifitas kinerja SDM dalam 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian 

ini dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah : 

1. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan 

harus lebih memahami secara menyeluruh tentang kebijakan akuntansi dan 

sistem akuntansi atau aplikasi SIMDA yang masih adanya beberapa SDM 

yang belum dapat memahaminya dengan baik dan cepat agar tidak muncul 

masalah pada saat penerapannya. 

2. Adanya cara untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang 

kompeten dibidang akuntansi pemerintahan dengan cara menyusun 

perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan mengikut 

sertakan SDM di bidang akuntansi dalam seminar atau pelatihan dengan 

cara diklat atau BIMTEK tentang SAP Berbasis Akrual khususnya di 

Pemerintah Daerah. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, di sarankan untuk memperluas ruang lingkup 

penelitian dengan cakupan fokus penelitian dengan tahun anggaran laporan 

keuangan yang lebih banyak dan PSAP yang dibahas dapat lebih banyak 

lagi, karena dalam penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan 

fokus penelitian yang relatif kecil yaitu tentang Penerapan Peratura 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian 

laporan keuangan tahun anggaran 2017. 
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